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PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan

dan Pelatihan Kearsipan;

1.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13
Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat
Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
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Menetapkan

Nomor 544);

4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15
Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
546);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48
Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873);

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi
Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 877);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan :

1.

Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat
adalah kegiatan yang bertujuan memberikan
pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di
bidang tugas yang terkait dengan jabatan fungsional
Pegawai Negeri Sipil sehingga mampu melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.



10.
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Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Jabatan Fungsional Arsiparis yang selanjutnya disebut
Arsiparis adalah seorang PNS yang memiliki kompetensi
di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan
formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan
serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab
melaksanakan kegiatan kearsipan yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara,
pemerintahan daerah, pemerintahan desa, dan satuan
organisasi perguruan tinggi negeri.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara
yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan  pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu.

Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk
memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna
mencapai tujuan yang ditentukan.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang
dimiliki oleh seorang Arsiparis berupa pengetahuan,
keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas jabatannya.

Standar Kompetensi Kearsipan adalah rumusan
kemampuan kerja di bidang kearsipan yang tercakup
kedalam unit-unit kompetensi yang tersusun sesuai
jenjang jabatan Arsiparis.

Metode  Pembelajaran  Andragogi adalah  metode
pendidikan orang dewasa dalam bentuk pengarahan diri
sendiri untuk memecahkan masalah.

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya
disebut STTPP adalah surat yang diberikan kepada
peserta Diklat setelah dinyatakan lulus Diklat.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Tenaga Pengajar adalah seseorang yang mempunyai
tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik,
mengajar, dan/atau melatih peserta didik pada lembaga
pendidikan dan pelatihan.

Peserta adalah seseorang yang memenuhi persyaratan
untuk mengikuti Diklat.

Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai
kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi,
tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip
dinamis.

Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya
disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk
lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan
tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di
ibukota negara.

Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian,
penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap
berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk
pertangungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
Pemantauan adalah kegiatan melihat kembali sejauh
mana para alumni Diklat mendayagunakan potensinya

dalam kegiatan kearsipan di instansinya masing-masing.

Pasal 2

Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kearsipan merupakan

acuan bagi pencipta arsip, lembaga kearsipan, unit kearsipan,

dan lembaga penyelenggara Diklat Kearsipan.

(1)

(2)

Pasal 3
ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional
bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Diklat
Kearsipan.
Pencipta arsip, lembaga kearsipan, unit kearsipan, atau
lembaga penyelenggara Diklat dapat menyelenggarakan

Diklat Kearsipan dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan



(3)
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Kearsipan ANRI sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal Diklat yang diselenggarakan oleh satuan kerja
selain yang membidangi kediklatan, maka Diklat harus
diselenggarakan seizin Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kearsipan ANRI sesuai dengan standar dan penjaminan
mutu berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepala

ini.

Pasal 4

Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kearsipan meliputi

pengaturan mengenai:

a.

o

oo a0

(1)

(2)

(3)

(4)

kurikulum;

metode;

tenaga pengajar;
peserta;

prasarana dan sarana;
STTP; dan

evaluasi dan pemantauan.

Pasal 5

Diklat Kearsipan terdiri atas Diklat Fungsional Arsiparis
dan Diklat Teknis Kearsipan.
Diklat Fungsional Arsiparis sebagaimana disebut pada
ayat (1) meliputi:
a. Diklat Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli;
b. Diklat Pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil; dan
c. Diklat Penjenjangan Arsiparis.
Diklat Teknis Kearsipan sebagaimana disebut pada ayat
(1) meliputi:
a. Diklat teknis kearsipan pengelola arsip; dan
b. Diklat teknis kearsipan pimpinan unit kearsipan dan

lembaga kearsipan.
Diklat Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli dan Terampil
sebagaimana disebut pada ayat (2) diberlakukan untuk

calon arsiparis PNS atau non PNS.



